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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - ISNAWA ADJI
Jabatan : PIt. Walikota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus |lbukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama :lsnawa Adji
NIP : 187205241992031002
Jabatan : Pit. Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan
Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan Keterangan
| T Iv
Sasaran Strategh
1 [Mewujudker tata kelola 1 |lndeks Reformasi Birckras! &-SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun NIA NIA NIA 85 85 Indeks
pemerintaln dan keuangan 2020 tentang Pedoman Evahuasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adatah
daerah yang akuntabel dan nitai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian § (delapan) area perubiahan Reformasi Birokras!
transparan serta peningkatan yaitu;
produktivitas dan integritas a. Manajemen Perubahan
aparatur b. Penguatan pengawasan
¢. Penguatan kuntabilitas
d. Penataan Organisasi
e. Penataan tatalaksana
f. Penataan manajemen SDM
g. Deregulasi Kebijakan
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik,
Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan ofeh Kementrian PAN-RB.
2 |Meningkatnya kualitas 1 iIndeks kepuasan masyarakat e-SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomer 14 Tahun 2017 adalah NiA NiA NIA 86 86 Milai
penvelenggaraan pelayanan publik terhadap layanan kegiatan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1
Kota Administrasi Jakarta Selatan kemasyarakatan di kecamatan (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara
{termasuk di keturahan) komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakal terhadap kualitas {ayanan yang diberikan oleh
penyelenggara petayanan publik, Biro ORB sesuai lusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan
hahan kebiakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan panyajian dokumen M
Provinsi DKI Jakarta untuk dilaparkan ke Xementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan
SKMAJumlah SKPD yang melaksanakan SKM




aksi Mewujudkan Akuntabilitas
Kinerla Instansi Pemerintah (AXIP)
dengan Predikat AA nomor {39)

Instansi Pemerintah {AKIP) dengan Predikat AA (nomor 38)

Meningkatiya kualitas pelaksanaan Persentase kuafitas pelaksanaan e-SAKIP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaity; N/A N/A NiA 91% 9% Persen
anggaran anggaran
a, Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu
anggaran yang tetah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah
40%. Penyerapan anggaran berniial 40% apabila serapan anggaran 2 80%. Apabila serapan anggaran di
bawah < 80% maka perhilungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).
Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusal.
b, Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh selelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah
dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah
seflisih tebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialibkan
kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
¢. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan {output). Realisasi pencapaian
output dapal dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hast inputan POAUKPD
Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut;
1. Serapan Anggaran =80% dan output 100%
Realisasi = (40%) + {{%efisiensi X 10%}/20%) +(50%)
2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100%
Realisasi = {Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian oulput X 5G%)
3. Serapan Anggaran 280%, namun output <100%
Realisasi = {40%) + {pencapaian output x 50%)
Meningkatnya kewirausahaan baru Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20}
Pengembangan Kewirausahaan
Terpadu nomor (20)
Terwujudnya sarana dan prasarana Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transporlasi 100% NiA NA NIA 100% Persentase
transportasi yang aman, memadai, aksi Penciptaan Layanan Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)
modern, terintegrasi, ramah Transportasi Terintegrasi melaiui Jak
lingkungan, dan terjangkau bagi Lingko {nomer 29)
semua warga Jakarta
Terwujudnyatata kelola Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  {Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daersh 160% 100% 160% 100% 100% Persentase
pemerintahan dan keuangan aksi Meraih Lapcran Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Peagecualian (WTP) (nomor 38)
Daerah yang transparan dan Daerah dengan predikat Wajar
akuntabel Tanpa Pengecualian (WTF) nomor
(38)
Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  |Reafisast penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 160% 160% 160% Persentase




Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  (Realisasi penyelesaian dibandingkan larget penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun NIA 166% N/A N/A 100% Persentase
aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58}
Susun Sederhana Sewa dan Rumah
Susun Millk {(namor 58)
7 Terwujudn y¥atawasan perkotaan Persentase penyelesalan rencana e-Monev K30 |Realisasi penyelesaian dibandingkan larget penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan N/A N/A N/A 100% 100% Persentase
yang layai htai, tertata rapi dan aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)
berkelanjutan herikut sarana Permukiman dan Masyarakat nomor
prasarana Perdukungnya {45)
8 |Tenwujudnya ata kelola Persentase penyelesaian rencana e-hMonev KD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana akst Peningkatan Kualitas Kinerja N/A 100% NA 100% 100% Persentase
pemerintahandan keuangan aksi Peningkatan Kualitas Kinerla Pemerintahan Nomor{61)
daerah yang tansparan, akuniabel Pemerintahan nomor (61}
serta berbasis teknologi informasi
Persentase penyelesaian rencana &-Meonev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem 100% WA 100% NIA 100% Persentase
aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)
Pemerintahan Berbasis Elektronik)
nomor (63)
¢ iMeningkatriva kompetensi dan iklim Persenlase penyelesaian rencana e-Monev XS0 |Realisasi penyeiesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
kerja aparatur aksi Pengualan Peran Walikotal dalam penataan kawasan {nomor 66)
Bupati dalam penataan kawasan
nomer (66)
10 |Terwujudnya sarana dan prasarana Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas 100% 100% 100% N/A 100% Persentase
transportasi yang aman, memadai, aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian {(nomor 73)
modern, terintegrasi, ramah Pedestrian nomor {73)
lingkungan, dan terjangkay bagi
semua warga Jakarta
Sasaran Khusus
11 |Meningkatknya Pemanfaatan £- Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kineria  |Jumiah supiah realisas! Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan -order dibagi Jumizh anggaran 100% 100% 0% 100% 100% Persentase
Purchasing dalam Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut
Barang dan Jasa
12 |Terwujudnya lata kelola Ophni laporan kevangan daerah e-Kinerja Fernyataan profesional badan pemeriksa kewangan Rl mengenat tingkat kewajaran informasi yang disajikan N/A 3 IN/A NIA 3 WTP

pemerintahan dan keuangan
Daerah yang transparan dan
akuntabel

daiam laporan keuangan daerah pemprov DK Jakarta sesual dengan standar akuntansi pemerintahan,
keandalan sistem pengendaiian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan
{konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3{100%), WOP=2(75%}, TW=1{50%), TMP=0{25%))




13 | Terimplerrs&hgsinya rencana Persentase implementasi rencana e-Kinerja  |a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum 100% | 100% 100% 100% 100% Persentase
sirategis k OMinikast publix untuk strategi komunikasi publik program- Perangkat Daerah,
program-p#ogam umum dan program umum dan ungguian
unggulan Perngkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarla. b} Persentase fersusunnya editarial plan program unggulan atau program umum Perangkat
Daarah. Riskominfotik menyusun editorial pian di leve! Provinsi.
¢) Persentase tersusunnya daflar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh
Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik,
d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum
Perangkat Daerah melalui media massa alau media sosial atau media luar ruang.
Perhitungan :
a) Bobot 30% 1 PD menyusun paparan strategi kemunikasi program unggulan atau program
umum per triwdian.
b) Bobot 20% : PO menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umom
per triwulan.
c¢) Bebot 20% : PO menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protoko} krisis
program umum atau program unggulan per triwulan.
d} Bobot 30% : PD mempublikasikan materi pregram unggulan dan program umum melalui
media massa atau media sosial atau media fuar ruang per triwulan (note: realisasi editorial
plan, min 15 materi per triwulan),
14 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat Daerah e-Kineria NilaifPredikat minimal A diperofeh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh inspekiorat NIA MNIA NIA A A predikat
pemerintahan yang transparan dan Tahun 2021 yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi {nilai:81) (81) (81)
akuntabel Provinsl DK1 Jakarta
Sasaran Operasional
15 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capaian penyeiesaian e-Kinerja Jumiah Reafisasi TL Arghan Gubernur (rapim, e-cffice, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Arahan Gubernur Tindak Lanjut Arahan Gubernur lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
16 {Meningkatnya penyeiesaian Persentase capatan penyelesaian CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali H00% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat
17 |Meningkainya kugiitas layanan Survei Kepuasan Masyarakat Jaksurvet  |Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei 85 87 8¢ 93 a3 Nifai

kepada masyarakat




Terselesaikainya tindak lanjut
rekomend asitemuan hasil
pemeriks@aneksternal (BPK)

1 Persentase progress penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

e-Kinerja

Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah 25% 25% 25%

dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK R yang diterima tahun 2005

dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

25%

100%

Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
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